BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2023
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI
BAGI PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah
Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka perlu
menyelaraskan ketentuan perjalanan dinas daerah

dengan tata naskah dinas;

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor
29 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan

Luar Negeri Bagi Pemerintahan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah =~ Kabupaten  dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi
Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah
Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun
2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor
33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 112);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019
Tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri Di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 1133);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023
tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 144);

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun
2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek

Nomor 128);

Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 28 Tahun 2023
tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah
Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten
Trenggalek Tahun 2023 Nomor 28);

Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 29 Tahun 2023
tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri Bagi
Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek

Tahun 2023 Nomor 29);
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2023 TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS DALAM
NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI PEMERINTAHAN
DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Trenggalek
Nomor 29 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan
Luar Negeri Bagi Pemerintah Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 29), diubah

sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 25 Pasal 1 diubah dan setelah angka 31
ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 32, sehingga

Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun
1945.
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Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah

Kabupaten Trenggalek.
Bupati adalah Bupati Trenggalek
Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Trenggalek.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Trenggalek.

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah ketua dan
wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Trenggalek.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Trenggalek yang selanjutnya disebut Anggota DPRD
adalah pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada
Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan

Pemerintahan Umum.

Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Dinas jabatan
yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah,

aparatur sipil negara, dan pihak lain.

Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas
melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat
kedudukan ke tempat tujuan, melaksanakan tugas,
dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam
negeri berdasarkan surat perintah tugas Perjalanan

Dinas Jabatan.

Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan ke
luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah
Negara  Kesatuan  Republik Indonesia untuk

kepentingan dinas atau Daerah.
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Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan ke luar
dan/atau masuk wilayah Negara Republik Indonesia
termasuk perjalanan di luar wilayah Republik

Indonesia untuk kepentingan dinas atau Daerah.

Kota adalah daerah di dalam Kota/Kabupaten
pembagian wilayah administratif di Indonesia dibawah

Provinsi.

Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor SKPD

pelaksana Perjalanan Dinas.

Tempat Tujuan adalah tempat/Kota yang menjadi

tujuan Perjalanan Dinas.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada

instansi pemerintah.

Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya
disingkat Pegawai Non ASN adalah pegawai tidak tetap,
pegawai honorer atau pegawai lain yang dibayarkan

atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pihak Lain adalah perorangan/pribadi warga
masyarakat yang ditugaskan untuk melaksanakan
kegiatan Perjalanan Dinas termasuk anggota keluarga

yang sah dan pengikut rombongan lainnya.

Pelaksana Perjalanan Dinas adalah pejabat atau orang
yang melaksanakan Perjalanan Dinas yang terdiri dari
Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD,
ASN, Pegawai Non ASN dan Pihak Lain.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA
adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD

yang dipimpinnya.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat

KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
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melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah
uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan
kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai
kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat
daerah/unit satuan kerja perangkat daerah dan/atau
untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan
tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui

mekanisme pembayaran langsung.

Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS
adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara
pengeluaran/ penerima hak lainnya atas dasar
perjanjian kerja, Surat Perintah Tugas, dan/atau surat
perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat

perintah membayar langsung.

Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD
adalah dokumen yang yang diterbitkan oleh pejabat
pembuat komitmen dalam rangka pelaksanaan

Perjalanan Dinas bagi Pelaksana Perjalanan Dinas.

Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT
adalah surat penugasan Perjalanan Dinas yang
diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk
kepada Pelaksana Perjalanan Dinas di lingkungan

SKPD berkenaan.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang
selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang
memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh

PA.

Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah

dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.

Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan

bukti pengeluaran yang sah.
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30. Moda Transportasi adalah alat angkutan yang

digunakan dalam melaksanakan Perjalanan Dinas.
31. Hari adalah hari kalender.

32. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diberi
kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan
dan/atau  melakukan tindakan yang  dapat
mengakibatkan  pengeluaran anggaran  belanja

negara/anggaran belanja daerah.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Dalam penerbitan SPD, Pejabat Pembuat Komitmen
berwenang untuk menetapkan tingkat biaya
perjalanan dinas dan Moda Transportasi yang
digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas
yang bersangkutan dengan memperhatikan

kepentingan serta tujuan perjalanan dinas.

(2) Format SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

33. Ketentuan ayat (2) huruf b dan ayat (5) huruf b Pasal 26
diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1) Pelaksana Perjalanan Dinas wajib menyampaikan
dokumen pertanggungjawaban biaya Perjalanan
Dinas paling lambat 5 (lima) Hari setelah Perjalanan

Dinas dilaksanakan.

(2) Pertanggungjawaban  biaya  Perjalanan  Dinas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b
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dengan melampirkan dokumen berupa:

a. SPT dari pejabat yang berwenang;

b. SPD yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat
Komitmen dan pejabat ditempat pelaksanaan
Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi
Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;

c. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi,
dan bukti pembayaran Moda Transportasi lainnya;

d. daftar pengeluaran riil sesuai dengan format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini;

e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa
kendaraan dalam Kota berupa kuitansi atau bukti
pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan
usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan
kendaraan;

f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap
lainnya; dan

g. laporan hasil pelaksanaan Perjalanan Dinas

dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.

Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau
penginapan/hotel sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf c, huruf e, dan huruf f tidak diperoleh,
pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas dapat

menggunakan daftar pengeluaran riil.

Khusus pengemudi yang mengantar pejabat/pegawai
dengan menggunakan Kendaraan Dinas, dokumen
pertanggungjawaban yang disampaikan tanpa SPD
dan dipertanggungjawabkan bersamaan dengan

pejabat/pegawai yang diantar tersebut.

Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pimpinan DPRD
dan Anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara
Lumpsum dengan melampirkan dokumen berupa:

a. SPT dari pejabat yang berwenang;
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b. SPD yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat
Komitmen dan pejabat ditempat pelaksanaan
Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi
Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;

c. kuitansi biaya Perjalanan Dinas Lumpsum bagi
Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, besaran
Lumpsum dihitung untuk seluruh komponen
biaya Perjalanan Dinas berdasarkan Peraturan
Bupati tentang Standar Harga Satuan Biaya
Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang
dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada
Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD;

d. Pakta integritas, yang merupakan pernyataan
tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan
tanggung jawab Perjalanan Dinas sesuai Surat
Tugas; dan

e. laporan pelaksanaan Perjalanan Dinas yang
ditandatangani Pelaksana Perjalanan Dinas

dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.

(6) Format kuitansi dan pakta integritas sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

34. Ketentuan dalam Lampiran huruf A diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29
TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI
BAGI PEMERINTAHAN DAERAH

A. FORMAT SPD

LOGO KOP NASKAH DINAS

DAERAH PERANGKAT DAERAH
, UL

Lembar ke N
Kode No.

Nomor

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1 Pejabat Pembuat Komitmen

2 | Nama/NIP Pegawal yang
melaksanakan perjalanan dinas

3 |a. Pangkat dan Golongan a
b. Jabatan/Instansi b
c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas | €.
| Maksud Perjalanan Dinas
5 | Alat angkut yang dipergunakan

6 a. Tempat berangkat |a

b. Tempat Tujuan ‘ b -
7 a. Lamanya Perjalanan Dinas a

b. Tanggal berangkat b

c. Tanggal harus kembali/tibadi | ¢

tempat baru *)

8 | Pengikut Nama langgal L«’ihi Keterangan
K
2
3.
4
5

9 Pembebanan Anggaran
Instansi a.

b. Akun b
10 | Keterangan lain - lain
*coret yang tidak perlu Dikeluarkan di..........

Tanggal

Pejabat Pembuat Komitmen
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I 1. Berangkat dari i
[Tempat Kedudukan)
Be' = EGEGE

| | PadaTanggal i e
Kepala
IS )

| - , | _NIP B 7 1

. Tibadi b e " Berangkat dari N ot
Pada Tanggal o attrpssasnss Ke S wesssbanas
Kepala B i davei Pada Tanggal R a

Kepala
(tversemsrereremsnnresens ) BRRTTIIRON )/ )
NIP B NIP

I Tbaidlk Ediseseme Berangkatdan = @ ..
Pada Tanggal © ... Ke: = S
Kepala @ e Pada Tanggal | ...

Kepala
.......................... ) fivasslnassaiy
NP = | NIP g

(TR 1177 - N Spn— Berangkatdarik ...
Pada Tanggal @ ..o 7 A 5 e (o
Kepala | . Pada Tanggal ...

Kepala
TR D e ) Bsraarnnisasonso )
NIP NIP .

V. Thadi ! ciiien Berangkatdari ...
Pada Tanggal | ..o R8® 7  Sienusssen
Kepala @ . Pada Tanggal @ ...

Kepala
. O o L R oRe ) fisssescirvaseppasscnnipnnns |
NP . _NIP )

Vl. Tiba di B v | Telah diperiksa, dengan keterangan
Pada Tanggal e bahwa perjalanan tersebut diatas
Kepala DR benar dilakukan atas perintahnya

dan semata-mata untuk
R, ' kepentingan jabatan dalam waktu
Nl.l" ............. yang sesingiat-singkatnya.

- VIII. | PERHATIAN:
PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas,
para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara |
pengeluaran  bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan
Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan,
|| kelalaian, dan kealpaannya. f |

Pejabat Pembuat Komitmen,
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 29 April 2024
BUPATI TRENGGALEK,

TTD
MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek

pada tanggal 29 April 2024
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

EDY SOEPRIYANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2024 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN

SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004



